
I cmharnn ,'-icgarn Rl tahun 1999 Nornor 60. Tambahan Lembavan \:¢garn 
\'.rnnn 18:'F)); 

I 
-L ·und:mg-Un<lang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pcrimbangnn Kcu ang.m 

antara Pcmcriniah Pusat clan Dacrah (1 .. embaran ~cg.am rn l ahun 1099 
'.Jomor Tl. 'I'amhnhan I .. cmbaran ~...:gara ~onwr _JX . .JS): 

·,. I 111d.111t-l ;11d:rng ~<'111<w Tl 1.1h11n 2000 knt:mg Pcruh:1]1;111 :,l:1·, T "11d:111~­ 
I. indc1ng Noruor 18 Tahun 1997 reniang Pajak · l)acr.i!·, ,l,111 Rcuihusi 
Dacrah (Lcmharan Negara RI tahun 2000 ;'.Tornor :?-+ri. Tnmbahan 
T .cmbarnn Negara Nomor 4048); 

h. Undang-Unrlang Nomor 4 Tc1hu11 2001 rcntang Pembcntukan Kota 
Padaugsidimpuan (Lernbnran Negara RI tahun 2001 :'-'omor 84. 
T;1111h,1h;1n T cmharnn Ncgarn Nomor ..i 111 ); 

7 Pcraturun I 'crncrintah Nomor 25 'L1hu11 2000 teruang Kcwen angau 
Pemcrintnh clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(T .cmharnn Negara RI rahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lcrnbaran 
Nc.:gar;1 No111or 3')52); 

l,. Pcraturan Pcmcrintah Nornor 66 Tahun 2001 tcntaug Rerribusi Daernh 
(T emharnn Negara Rl tahun 2001 Nornor l J 9): 

•>. 1·~:r.1111r;111 ,\k11kri d;tl:1111 Nq1,,Ti N111n11r 7 l;11lu11 l<l')., k.11l;1t1~!. l:1i11 
~-k11di1·ik,111 n.111L•u11:11, d:111 !Ji11 l l11d;111u-t :11d:111g < ;;i11g~u:111 h:,~i 
Pcrusaha an Inclustri: 

I. Undang-Undang ?(omor 8 tahun 1981 teniang Kitab t-rnLmg-l.-nclang 
lIukum Acara Pidana ; 

2. Unclaug-L'ndaug Nomor 23 tahun 1 ~J~J7 tcnrang Lingkungun Hid up : 
3. Undang-I .. "n.lang Nornor 22 Tahun 1999 tenrang Pcmeiiutnh Dncrah 

: a. bahwu dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah clan 
Desentralisasi , Pemerintah Kata Padaugsidimpuan didalam pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan Kata Padangsidimpuan pcrlu diclukung 
dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

b. bahwa Pembangunan dalam pernanfaatan Daerah Kata Paclangsidimpuan 
dalam bidang usaha dibutuhkan sebagai salah satu surnbcr PAD Kata 
Padangsidirnpuan; 

c. bahwa pemanfaatan Daerah Kuta Padangsidimpuan sebagai rempat us aha 
hams dapat melindungi kepentingan umum clan kelestarian lingkungan 
hidup, yang didalam pelaksanaannya Pernerintah Kora Padangsidimpuar. 
rnernerlukan biaya adrninistrasi dan operasional; · 

d. bahwa herdasarkan pertimbangan a, b dan c tersebut cli:11:.1,:. perlu diatur 
clan ditetapkan suaru Peraturan Daerah Kora Padangsidimpuan tentang 
Retribusi Izin Gangguan: 

\YA r.nco rx PADA.NGSIDilvIPlJAN 

DENGA1"° R.\I-BJAT TUHAN YANG lVV\.HA ESA 

RETRIBlTSI IZIN GANGGlJAi'l\1' 

TENT ANG 

PERATVRA"""\" DAER.AH KOTA PADAI\"GSIDil\IPVAN 
NOMOR 26 TAHUN 2003 ' 

•· 
\frngingat 

:\ Icnimbang 

PEMERINTAHKOTAPADANGSIDIMrUAN 



a. Dacrah aclalah Kora Padangsidimpuan, 
h. Pcmcrint ah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kata 
Padangsidirnpuan, 

,. 1'l:pal;1 D:K:r;1h ndalnh \Valil,;ota Padangsidimpuan. 
cl. D...:w.111 Pcrwak ilan Rakya: Dacruh yang sclanjutnya disingkat DPRD 

adalah Badan Legislatif Daerah Kata Padangsidimpuan. 
c. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 

H . ctrihus] Dacrah scsuui dcngan Pcraturan Pcrundang-undangan yang 
bcrlaku. 

r. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kantor Pengendalian 
I );unpa k I ingkungan Kola Padangsidirnpuan. 

g. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang rneliputi Perseroan 
Terbatas, Pcrseroan Kornanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan hentuk apapun, Persekutuan, 
Perkumpulan, Firma, Kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, 
lernbaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETEI\TJ'UAN UMUM 

BABI 

PE.RATlfRA..1'\i DA,ERAH KOTA PADA.1"JGSIDll\1PUAJ\i TENTA.1'\'G 
RETRIBUSI JZIN GANGGUAN 

MEiVCUTllSKAi"\1": 

:\1crielapkan 

Dcngan persetuj uan 

.DE\Y.\i, PER\\'A.h:lLA!'\T R,~KYAT DAERAH KOTA PADA..1'\'GSIDI.MPliA., 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; . 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1997 tentang 
Penertiban pungutan-pungutan dan jangka wakru terhadap pernberian Izin 
Gangguan; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 175 Tahun 1997 renrang Tata 
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk 
Hukum Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daernh Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nornor 23 Tahun 
2001 tentang Prosedur Penyusunan Prociuk Hukum Daerah; 

17. Kepurusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 
200 J renrang Lernbaran Daerah dun Berita Daerah; 

• 



Subvck Rctribusi adalah orang pribadi atau Baclan yang rncrnpcrolch Izin 
Gangguan Ternpat Usaha. 

( 1) l )hyd. Rctribuxi aclalah pcmbcriuu Izin Gangguan kcpada orang prib adi 
atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bah aya, kerugi an clan 
gangguan. 

(2) Dikccualikan dari Obyek Retribusi adalah apabila ditentukan lain 
rnenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

Dengan narna Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai 
pernhayaran atas pemberian Izin Gangguan. 

Pasal 2 

NANIA, OBY EK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

BABU 

h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alarn, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

1. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah 
pcmhayaran alas pernberian Izin Gangguan tempat usaha kepada orang 
pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian 
clan gangguan, lingkungan clan masyarakat umum tidak termasuk tempat 
usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemcrintah Daerah. 
Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi clan atau Badan yang 
menurut Perundang-undangau Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi. · 
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas dari Pemerintah 
Daerah. 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah 
Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang 
terhutang . 
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah 
Surat untuk rnelakukan Tagihan Retribusi clan atau sanksi administrasi 
berupa bunga atau denda. 

n. I'enyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang clengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah yang terjadi serta ruenemukan tersangkanya. 

J. 

k. 

I. 

• m. 



I'·•···" I .II ,I 1~.·1, d•11,i ,li,t.,,.,,·k,111 I'·'"·' 111j11;111 111111'1, 1\h'llll111J' t,i;1Y,\ 
I''"', l\·ll~·~·.u .1.111 ,l.,n 11,·111b111.L11l p,·11d1~··11.1n 1:111 ~'.lttl'~'"·''' h'"'l'·'t \l'-.:.lh., 

Pasal 9 

DA SAR DAN TA.RIF RETRlBVSI 

IL\B \'I 

Ti11gk:1t 1H.:11ggli11:ian j;1s.1 diukur bcrdasark an luas ruang tcmpat usaha dan 
sarana pendukung lainnya. 

Pasal 8 

CAl~A MIO:NCl ll(l lH TIN(;KAT Pl(NCGl lNAAN .JASA 

BABV 

(1) Izin Gangguan diberikan selarna kegiatan usaha yang bersangkutan masih 
produktif dengan ketentuan : 
a. Melakukan pendaftaran ulang sekali dalarn 5 (lima) tahun. 
b. Pendaftaran ulang diajukan 60 ( enam puluh) hari sebelum masa 5 

tahun berakhir. 
(2) Izin Gangguan berakhir karcna : 

a. Masa bcrlakunya bcrakhir. 
b. Kegiatan usaha berhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 
c. Dicabut clan dibatalkan oleh Kepala Daerah. 

(3) Dalam hal Izin Gangguan berakhir karena dicabut dan dibatalkan Kepala 
Daerah, pemegang izin wajib mengganti seluruh kerugian masyarakat dan 
atau Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kegiatan usahanya, 

Pasal 7 

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan atau us aha 
dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan 
gangguan, harus terlebih dahulu rnemperoleh Izin Gangguan dari Kepala 
Daerah atau Pejabat yang dihunjuk. 

(2) Tata cam pengajuan dan persyaratan permohonan Izin Gangguan 
ditetapkan clengan keputusan Kepala Daerah. 

(3) Dengan clasar pertimbangan kepentingan umum dan kelestarian 
lingkungan Kepala Daeruh dapat mencabut dan membatalkan Izin 
Gangguan yang telah diberikan 

Pasal 6 

PERIZINA,~ DAN JANGKA WAKTU IZIN 

BAB IV 

Retribusi Izin Gangguan termasuk jenis Retribusi Perizinan tertenru. 

Pasal 5 

JENIS RETRIBUSI 

BAB III 
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150.000,- 
75.000,- 
63.000,- 
52.500,- , 
30.000.- 
10.000,- 

5.500,- 

l.000.000,- 
250.000,- 

l.500.000,- 
15.000,- 
10.000,- 
50.000,- 

I 
300.000,- i 

6.000,- 
5.000,- 

'i 

I 1. Pabrik pengolahan hasil Pertanian, 
i Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan 
! I Petemakan ~ntuk setiap PK. 
i · 2. Gilingan Padi untuk setiap PK 

3. I Bengkel Kenderaan bermotor 

I - Roda 4 ( empat) atau lebih 
- Roda 2 (dua) atau 3 (tiga) 
- Mesin Bubul 

4. Pencucian Kenderaan Berrnotor jalur. 
Pencucian Kenderaan Roda Dua atau Tiga 
Pengangkat Hidrolik. 

5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bermotor 
setiap pompa I unit. 

6. Hot e I ~ 
a. Berbintung 
b. Melati III 
c. Melati II 
cl. Mclati I 

7. Losmen 
8. Industri Han clan Vulkanisir untuk setiap PK. 
9. Pabrik Es Batangan untuk setiap PK. 

10. Restoran, Rumah Makan dan Cafe untuk 
~~!.!.i'lLfD.9j.t_ 
- Kedai Kopi untuk setiap meja 

I 1. \J~i!h·! K<>rrn::.1:!iil.!IJ.;tim:tY1!_; I a. Onderdil Kenderaan Berrnotor 
- Rocla ·l .uau lcb ih 
- Roda 2 clan 3 

b, Usaha Tenunan Tradisional I Konveksi 
t: . .'\polik 
d. Industri Makanan dan Minuman 
e. Servis Elektronik 
f'. Stasi1111 P1.:111a11car 

- I .okal ! l-rckwcnsi AM/Fl'vl 
- Saldi! 

g. Kcpialan < )lahr.iga atau Fil11L:s Club 
II. Pcrl11k:11ig:1n I'crnhot I Kay11 
1. Pcrcctakan buku clan scjcnisnya 

, i. Photo Studio 

I 
·I, l'<·.l.11• .. 1111•. l'.:1n1 
I I II I, II I 11,., 1 

; 

(Rp.) 

PER TAHUN 
T ARIF RE1RIBUSI I 

I 
1 

I 

OBJEK RETRIBUSI 
I NO 

Pasal 11 

DASAR DAN T ARIF RE1RIDUSI 

BAB VIII 

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah. 

Pasal 10 

\VILAY AH PE!\,fUNGlTTAN 

BAB VII 
__ ,,.. 



(I) l\:1111111g111a11 Rcuihusi tidak dapat cliborongkan. 
(2) Rerribusi <lipungut dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang 

dip crs.unn l,;;111. 

Pasal 14 

T;\T;\ CAR.-\ Pl(Ml INCl.TTAN 

BABX 

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain 
vanp. dipcrxarnakan. 

l'asal 13 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun a tau ditetapkan 
lain oleh Kepala Daerah 

1.500,- j 
2.000,- 1 
3.000,- I 
2.000,- I 
2.500,- I 
1.500,- j 

50.000,- 
250.000,­ 
l 75.000.- 
250.000,- 
250.000,- 
100.000,· 

1.500,- 

200.000,- ; 
150.000,- I 
100.000,- I 
100.000,- '. 
400.000,- ,1 

150.000.- 
1 

50.000,- I 
30.000,- 

250.000,- 
150.000,- 
200.000.- ,· 

l.000.000,- 
100.000,- 
200.000,- 

Pasal 12 

MASA RETRTBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TERUTAJ.~G 

BAB IX 

j m. Tukang Mas 
! n. Tukang Gigi 
! o. Salon/Tukang Pangkas 
j p. Pengelolaan Rotan. 
· q. Bioskop 

I S . B 11· . t', • tasiun us , ax1 

I s. Tempel Ban 
! - canggih I compressor 

I
. - tradisional 

t. Rumah Sakit Swasta 
u. Balai Pengobatan Swasta 
v. Laboratorium 
w. Bank Swasta 
x. Pengumpul Barang Bekas 

12. Pabrik Tegel, Traso clan sejenisnya 
13. Pertukangan Bak Truk, Jok Mobil, Pengecetan 

Mobil dan lain yang sejenisnya untuk setiap 
m1 

14. Bengkel Las untuk setiap m1 

- las karbit 
- las lis trik 

- - las genset 
15. Pergudangan untuk setiap m1 

16. Show Room Mobil untuk setiap m1 

17. Show Room untuk Sepeda Motor setiap rn? 
18. w~u:td i a. Kios Phone 1 (RKBU) 

I b. Type a. 

I
I c. Type b. 

19. Farmasi I Indusrri Obar 
20. I Toko Penjualan Bahan-bahan Kimia dan Gas i 

21. i Video Garnc . Play Station ··-· _ -· ------ J_ __ .. ------. 



7 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melarnpaui 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terurangnya Retribusi 
kccuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
Retribusi. 

(2) Kadaluarsa J>1.~11.igiha11 Rctribusi sebagaimuna dirnaksud pad a avat (1) pasal 
in i dila11gg11hka11 ap ahi la : 
a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau 
b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

Pn .... al 18 

KADA LUARSA PENAGIHAN 

.. BAB XV 

(1) Kepala Daerah dapat mernberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
Retribusi. 

(2) Tata cara pcngurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan oleh Kepala Daerah, 

Pasal 17 

PENGURANGAN KERINGANAN 
DAN PEl\lIBEBASAN RETRIBUSI 

BAB XIV 

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan serelah 7 (rujuh) hari 
scjak tempo pernbayaran. 

(2) Dalarn jangka wakru 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 
Retribusinya yang terutang. 

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang dihunjuk. 

, 

Pasal 16 

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

BAB XII 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak rnembayar tepat pada wakrunva atau kurang 
membayar, clikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih 
dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 

Pasal 15 

SAl~KSI ADMINIS1RASI 

BAB XI 



(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. · · 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah: 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas. 

b. Menerirna, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
schubungan dengan tindak pidana Retribusi. 

c. Menerima keterangan clan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi. 

d. Mcmcriksa huku-buku, catatan-catatan clan dokurncn-dokumen lain 
bcrkcnnan dcngan tindak pidana dibidang Rctribusi. 

c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, 
pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut. 

. f. Meminta batuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi. 

g. . Menyuruh berhenti clan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
rncmcriksa idcntitas scseorang atau dokumcn yang dibawa 
s<.:hag;ti111a11a dimaksud padn huruf c, 

h. Mcmotrct scscornng y:mg berkaitan dengan tindak pidana Rctribusi. 
1. Mcmanggil orang untuk di dengar keterangannya clan diperiksa 

scbagni tersangka atau saksi, 
,. IVk11ght:11lika11 pcnyidik an. 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung 
j.twnhk.rn. 

l.l) l'c·n)·idik ~chag:1im:1n;1 .Iimnksud pada :1yat (I) ini mcrubcrit ahukan 
dnuulniuva pcnvidik an, tindakan upaya paks a dan menyampaikan hasil 
penyidikannva kcp ada Pcnuntut T .rnum harus clan wajih terlebih dahulu 
dik1H11d111:1'.1ik:111 111,J;il11i pcnyidik /'i..:_jahal /'olisi Ncgar a Rcpublik 
Indonesia scsua i dcngan kctcntuan yang diatur dalarn Kitab Undang- 

.. l ·nd:mg l Iukum :\1::ir:1 Pidan a yang berlaku. 

Pasal 20 

PENYIDIKAN 

BAB XVII 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
rnerugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan · paling lama 6 
(enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jurnlah Retribusi 
yang terhutang. 

(2) 'findak pidana sebagairnana dirnaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 

Pasal 19 

KETENTUAN PIDANA 

BAB XVI 



<) 

' ,, ... 

Dr,, ZUL~ NASUTION \ i. ;., · . .-:•.:::): ...... # 

j 

W ALlK.OTA PADANGSIDll'vlPUAN 

Ditctapkan di Padangsiclimpuan 
pada tanggal \.'2 M:.;:ro~ ~oos' 

. •\g:ir sctiup orang mcngetahuinya, memerintahkan pcngundangan Pcr.uuran 
i ');i1,;r;1li nn clcngnn penerupatannya dalarn Lernbaran Daer ah 1' ota 
Padangsid i mpuau. 

Peraruvan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Pasal 23 

Hal-Iial yang bclurn diatur dalarn Peraruran Daerah ini scpanjnng mcngcnni 
pclaksanaannya ak:111 cliatur lebih lanjut o lch Kepala Daerah. 

Pasal 22 

Dengan bcrlnkunya Peraruran Daerah ini. maka scgala kerentuan ya11~'. 

bertentangan clan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyutakan 1it!:1L 
berlaku ia!,:i. 

. Pasal 21 

I( J•:Tl(NTI l;\N I" 1,:N1 l'f'I ;1 • 

I 1. \11 \ \ 111 



') 

Drs. zur..Jir-J NASUTION 

W ALIKOTA P ADANGSIDIMPUAN 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
pada tanggal 12,. Mcl.n .. l ). 00 3,. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Padangsidimpuan. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 23 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang 
bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal 21 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XVIII 


